
BUPATI PESISIR SELATAN
PRCYII{SI SUI\-{ATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2A24

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

: bahwa uatuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Pe:'aturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
P*r-r-rbal:a* Atas Perat:..:.ren Daerah Ncm.*r 8 Tah::-c? 2OL4
tentang Pembentukan dan Stlsunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedu-dukan, Susui-ran:
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas
Perhubungan;

: 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Repubiik Ind.onesia Tahun 1956
Nomor 25j, sebagaimana telah beberapa kaii diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan
'ttE^*^,,'1.-^l^ rr^J^** rr*-1^** 1\r^*^* 'tl-! fTl^L,,* 1(\-ai riii a-iir a ,.) i,-i

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
i965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
T*l^.^^^:^ r\T^*^- ao trr-\.ritLiLilluEid. r\uliiut uv-Uj r

3. Peraturan Pemerintah Nomor i8 tahun 2}rc tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indor:esia
Tahun 2A16 Nomor \14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888i. sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talnwn
2079 tentang Perubahan Atas Peraturan Femerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

{Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2A\9
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aA2l;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PIVI 139 Tahun 2016 tenta-ng Pedoman
LT^---^--.1.1-.t---- T----^^ -l -- n--,^-: n.*--^:^^^i T-l^"-^.^-I .^rr\UIrltriitlliiLLti , I LiBiib, Llaij. I' i-irIB$i "Ui BiiitiuiClii I'UIdir8rii{L
Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perhuhungan {Berita Negara Tahun 2476 Ncmor
i660);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor I
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, TamLrahan Lembaran
Daerah Kahupaten Pesisir Selatan Nomor 217),
^^1^^*^:*..-^ +^1^L J.:,,1^^L -l^--*^*- rl.'*..+ n^^-^l-iiUUilSidlIiiiilta LEiijI.ti LiiliUJii LlUrifi;dri I Ui*1il-.i.LJ.il j-riiUicr-ii

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2A21 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2416
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2A2l Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 237\;

MEMUTUSKAN :

!h4hr mrrrdarr^ r/nt17?hrrY?a tT n!r6t lilla \!i-L.N.tr r U.Kfli\ t LJt'A i i i tii\ Iril\LJ irfll-,f t,iJUfiiii.\. 5L.r5Ui\Ar\

ORGAI{ISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.]A
DIJ\.{S PERHUEUI,iGAN.

h{enetapka:=

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural Bupati ini yaag dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Se1atan.

3. Fer::"erintah Ilaerah adalak Penterintah Dserak
Seiatan.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
*. Ui:it Pelaksana Tekriis Daerah yang sel.ar:jutii3.a disingket UPTD adalah

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas krerkaitan dengan pelayanan fungsional yang berd.asarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

{1} Dinas rnerupakan iin$ur pelaksa*a u*isan pemerintahan biCang
perhubungan.

t}j Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas
yang berkedudukan di bar.vah dan bertanggung jawab kepad.a Bupati
melaiui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

t1) Susunan organisasi Dinas sabagaimana dimaksud dalam pasai {2}
terdiri atas:
a. sekrerariar;
b. bidang 1alu lintas dan angkutan
c" bidang prasarana;
d. bidang pengembangan dan keselamatan; dan
e. UPTD;

{21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dipimpin oieh
sekretaris yang berada di Lrawah dan bedanggung jawab kepada kepatra
Dinas.

{3} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri. atas :

a. su'ir bagian umum cian kepegax,aian; cian
b. sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;

(4i Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h'uruf a dan huruf hr

dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada sekretaris.

{5) Bidang laiu lintas dan angkutan setragaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf b terdiri atas:
a. seksi laiu lintas; dan
b. seksi angkutan;

{6} Bida-ng pra,sarana sebagaimatra dimaksucl- pa-da- airat {1.i hr*rrr-r,f e terdiri
atas:
a. seksi pembangunan prasarana; dan
b. seksi pengoperasian prasarana;

{71 Bidang pengembangan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1.! Lrr-tri:r.f el- terdiri atas :

a. seksi pemaduan moda dan teknoiogi perhubungan; dan

,
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b. seksi keselamatan;
{8} 'Bidang sebagaimana d,imaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan

huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah Can
bertanggrrng jawat-r kepa,da kepala Dinas.

(q) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6)

huruf a d-an hu-ruf b, dan ayat {7} huruf a dan huruf b dipimpin oleh
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala bidang;

ii0lPaeia sekretariat sebagaiinana dimaksud. pad,a ayat iii huruf a ilan
bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat {1"} huruf b, huruf c
dan huruf d terdapat kelompck Jabatan Fungsional dan/atau
pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jar,vab

kepada pejabat administrator.
(1U'UPTD sebagaimana cLmaksud pada ayat {1} huruf e dipimpin oleh

kepaia UP|D yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala Dinas.

(12)Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IIi
TUGAS DAN FUNGSI

Pasai 4

(U Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
meml:antu Bupati melak-qanakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

tZJ Daiam melaksanakakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang la1u lintas dan angkutan jalan, yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
r1 itr r rra.:1ran kcnar-l + JJaor'=L-'

b. pelaksanaan kebijakan di bidang laiu lintas dan angkutan jalan,
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan peLaporan di bidang iaiu lintas dan
angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

iarr,*1-r n;6^^. l^h
-idL11 dru LJii.Id.S, Lid.li

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-unciangan.

Pasal 5

ili Sekretariat sei:agaimana eiirrraksuci daiam Fasai 3 ayat (ii hurui a
mempunyai tugas merencanakan operasionai, mengeloia,
mengoordinasikan, mengendalikan, rnengevaluasi dan melaporkan
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urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan
pel.aporan di lingkup Dinas.

{2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, ttmum elan
perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

c. penyelengaraan koordinasi program kerja Dinas;
d.. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumu.san

kebijakan teknis di bidang pengelolaan umr;m, kepegawaian,
perencanan, keuangan dan pel*poran;

e. penyeienggaraan koordinasi penjrusunan rencana program dan
evaluasi antar bidang;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi
dan perencanaan di iingkungan Dinas;

g. pengelolaan aset yang rnenjadi tanggung jarvab Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasai 6
(1) Sub bagian umum dan kepegaw-aian sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan
rnelaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan
aCminist::asi umnm yang rnenjadi tanggung ja*,ab Di.nas.

{2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, sutr
bagian umum dan kepegarvaian r-nenyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengemba{rgan? pembinaan
serta tata usaha pegawai;

b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan ketatausahaan dan ker-umahtangggaan kepala Dinas;
d" pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan

prasarana lingkungan Dinas;
e" pelaksan&an rencana dan progrs*?, pengendalian, penata:.-rsal:aan,

pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pen],.usunan iaporan
barang milik daeralnf negara di lingkurrgan Dinas;

f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan barangljasa;

g. penyusunan pereneanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, traik
barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta
laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan
barang bersama bendahara barang;

1"{r.. penFisu.iian perei:ceiiaan anggai'a11 kegiatan -*mui:i dan
kepegawaian; dan
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i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(U Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan
dan melaksanakan koordinasi pen}relenggaraan urusan perencanaan,
keuangan dan pelaporall i,ang neenjadi te.nggung jawab Dinas.

(2) Dalarn rnelaksatakam trrgas sebagairnana dirnaksrrd pada ayat {1}, sub
bagian perencanaan, keuangan dan peiaporan menyelenggarakan
fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasaiahan yang
berkaitan dengan tugas-tugas Llrusan perencanaan, keuangan dan
peiaporan;

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiate"n sub bagian;

c. pengoordinasian pen]-usunan bahan kebijakan dari bidang;
d. pelaksanaan pen3rusunan rencana strategis Dinas;
e. pelaksanaan pen]rusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
f. penlrusunan program kerja tahunan Dinas;
g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
h. pelaksanaan pen],.usunan laporan pertanggungjawaban keuangan

Dinas;
i" penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen

dalam r"angka pele3'anan ad"mi.nistrasi keuangan Ci lingkr"rngan
Dinas;

j. pengoordinasi dan penghin:punan laporan rencana strategis,
kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara,
standar operasional prosedur, laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah, laporan kinerja dan iaporan sejenis lainnya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasai I
(U Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelapclran di
biCang lalu lintas Can angkuta*.

t2], Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang lalu lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas,
angkutan dan pengu,jian sarana;
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(1)

(2)

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 1alu lintas,

angkutan dan Pengujian sarana;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas,

angkutan dan pengujian sarana; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleh pimpinan sesuai

peraturan Perundang-undan gan.

Pa-sal 9

Seksi lalu lintas sebagaimana dimaksucl daiam Pasai 3 ayat {5) huruf a,

mempunyai tugas rnerencanakan, metrgeiola, rnelaksanakan

koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pemerintahan terkait ialu lintas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

seksi laiu lintas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di tlidang penetapan rencana incuk jaringan

Lalu l-intas Angkutae Jalan kabupaten;
t!. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan

kabupaten;
c" penetapan lintas penyeirerangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan dalarn Daerah;

d. penyediaan perlengkapan jalan di jatran kabupaten;

e. pelaksanaan rekayasa lalu iintas untuk jaringan jalan kabupaten;

f. persetujuan hasil analisi.s dampak lalu lintas untuk jalan

kabupate*; Can
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan Perundang-undangan.

Pasal i0

(u seksi angkutan setragaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b'

mempunyai tugas merencanakan, mengelola, melaksanakan

koordinasi, mengendalikan, mengevaiuasi dan melaporkan urusalL

pernerintahan terkait angkutan.
(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

seksi angkutan rrenyglsnggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perutmusan d"an pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan anglr"rtan umum

untuk jasa angkutan orang cian/atau barang dalam Daerah:

b. penetapan kannasan perkotaal untuk pelavanan angkutan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

c. penetapan rencana umum jaringal travek pedesaan I ajlg

menghubungkan I (satu) Daerah:



I

d. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

e, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
tra;,.ek antar kcta dalarn Da*rah serta angkuta:'r perdesaan yang
wilaSrah pelayanannya dalam Daerah;

f. penerbitan perizinan berusaha angkutan laut bagi badan usaha
yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi rialam Daerah;

g. penerbitan perizinan berusaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi

orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;

h. penertiban izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
untuk kapai yang melaSzani trayek dalam Daerah;

i. penetapan t.arif angkutan penyeberangen penllmpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penys$..angan dalam Daerah;

j. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan
taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada
daiam Daerah;

k. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
sesuai dengan Comisili CIral?g persecrangen l:{/arga negera Indonesia
atau badan usaha;

m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan
sesuai dengan domisill badan usaha; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

(U Bidang prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6),

mempunyai tugas melaksanakal penyiapan perumusan kebijakan.
peiaksanaa.n kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di biriang
prasarana"

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
bidang prasarana menyelenggarakan fungsi :

a,. penrriapan bahan perumusan kebijakan di bidang pereneanaan,
pembangunan, dan pegoperasian prasarana;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaa-n,

pembangunan, dan pegoperasian prasarana;
c. penyiapan bahan evaluasi dan peiaporan di bidang perencanaan,

pembanglrrlan, dan pegoperasian prasarana; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 12

(1) Seksi pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3
ayat (6) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
peiaksanaan keLrijakan, penyusunan stanciar peiayanan rian stanciar
operasional prosedur; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantalran, evaluasi, dan pelaporan di seksi pembangunan
prasaran"a.

{2\ Dala-m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
seksi pembangunan prasarrarLa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perurrnusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyeienggaraan
dan pembangunan fasiiitas parkir;

Lr. pembangunan, peneribitan iztn dan pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal;

a. pembangunan dan penerbitan tzir' pembangunan pelabuhan sungai
dan danau;

1- -e-e-ltif on iryin nelre.iocn nencerr r'lzan A; rrrilarral, aproiran
UA LdI T

peiabuhan pengumpan lokai;
c. penerbitan izin reklamasi di rvilayah perairan pelabuhan

pengumpan 1okal; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain ,vang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(U Seksi pengoperasian prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3
ayat (6) huruf b, mempun5rai tugas merencanakal, mengelola,
meiaksanakan koorciinasi. mengenciaiikan, mengevaiuasi rian
melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan pengoperasian
prasa,ra.ll-a.

{21 DaLam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

seksi pengopera-sian pra-sarana mempLrrlrai fulgsi :

a. penyiapan bahan perlrmusan dan pelaksana.an kebijakan serta
erraluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian
pelabuhan pengumpan lokal;

b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
c. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di peiabuhan

pengumpul 1oka1;

d. penerLritan rzin pengembangan pelabuhan;
e. penerbitan tzin pengoperasian pelabuhan selama 24 jasn untuk

ne1al-rr:hqn nenmrfi nGn ln1rql'
lj.-u: iuiu'

f. penerbitarl lztrt pengelolaan terminal untuk kepentinga:r sendiri dr
dalam daerah lingkunga-n keriaidaerah lingkungan kepentingan
pelabuhan pengumpan lokal; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang- undangan.
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Pasal 14

(U Bidang pengembangan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (7j mempunyai tugas meiaksanakan penyiapan
perlrmusan kebijakan, peiaksanaan kebijakan, serta evaiuasi cian

pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

t7l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang pengembangan dan keselamatan menyelenggarakan fungsi :

a. pen3riapan krahan perumusan kebijakan di Lridang pemanduan moda
dan teknologi perhubungan, dan keselamatan;

lr. penyiapan bahan pelaksarraan kebijakan cli bidang pemanduan
moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan
moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal L5

{U Seksi pemaduan moda dan teknologi perhutrungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {7t huruf a, mempunvai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebiiakan serta evaluasi, dan peiaporan di bidang penyediaan angkutan
pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek, perizinan dan tarif
angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1i,
oo!.o.i oo*^.1 ,r^* *^.{.- Aart tolraal^ai nerhrrlrrr^-o- rm6ffihl t-r,ai ftr---i .

-LnJi Pviilq-UuGii lllvuG uGij LLSatVIUsj PLr rlqvqrrbqrr rlrvraryqaU iEai !

a. perencanaan dan pen]rusunan kegiatan pemaduan moda dan
teknologi perhuh,ungan;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di seksi pemaduan moCa dan teknologi
perhubungan; dan

c. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-und allgan.

Pasal LG

(U Seksi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {7} hurul
b, mempunyai tugas merencaliakan, mengelola, melaksanakan
koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
pemerintahan terkait <iengan keseiamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

seksi keseiamatan mempunyai fungsi :

a. pen3ri6p"n bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelapCIran di bidang audit dan inspeksi keseiamatan
la'l rr lintao.ialon.{i iolo- L.ahrrnaton lqiL frr*-si iq'l an LqqoJnmetonturu !rlatqU,Jqrsii Ui Jqrqir I\qVqIJqLL'i., iqirl lqrlbur

sarana dan prasarafia;
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b. fasilitasi manajemen dan penaflganan keselamatan di jalan
kabupaten;

c. penyiapan fasiiitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
rlon anclzrr*an iolo- lzacelamatan nanmre.ahoon onal-rrfan lrm! rmqqil qllbi:Urqi r Jiqlqri, i-rUgulqirrqLqr. lJLi.SuuiJr*qir qjab

dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
d. penegakan hukurn oieh penyidik pegainai negeri sipil di bidang laiu

lintas dan angkutan jalan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(U Untuk rnenyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan
dapat dibentuk UPTD.

i,)l f)o*k--+"'1,.r* ^--^-i^^or' 1!rd^4.{*- fit--oi cnrta talo 1-^-;^
lAl aUiij.UUrrLu-a\a-lij., $(-iSqird.ii \-rLEaritJd.irir LL{tsqt) uarr rqrlE;(,i J\.i Ld. Ld.LCa rwlJ(:i.

UPID sebagaimana dimaksud pada ayat ti) ditetapkan dengan
Peraturan Eupati.

BAB IV
TATA KER.IA

Pasai 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja kerja Dinas dan
kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing mar-rpurl
antar tr-if Leria .{i Ii--Lr,nG-n f-\inoc 6art4 inctanci loi- ooouoi Aonnon lrrcacqrlLql UiIaa ,1V'lJq Ui lllrbilqrr6qrr UiiauJ JUi Lu ilroLqilJl iaiii JUJUqI uVii6qrr Lqtiqo

dan fungsi masing-masing.

Pasal 19

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 2O

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab
dalarn memirnpin, membina dan mengalvasi bawahannya masing*masing
dan biia terjadi penyirnpangan agar rnengarn"oii iangkaii-iangkahr yallg
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 1

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsLlr di lingkungan Dinas
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepaia seksi,
pejabat fungsional dan/atau pelaksana rn ajib menerapkan sistem
pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk

11



mewujudkan
penyllsLlnall
terintegrasi.

teriaksananya mekanisrne
perencanaan' pelaksanaan

akuntabilitas publik rnela-l.r:i
dan pelaporan kiner.ja yang

Fasal 23
Kepaia Dinas, sekretaris, kepala bid"ang, kepala sub bagian, kepaJa seksi,
pejabat fungsional danlatau pelaksana wajib ffienyamslaikan*fo.pora.m.,kinerja
kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 24
Dalarn melaksanaka.n tugas, kepala Dinas, kepala bidang, kepa-la sub bagian,
kepala seksi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan
kerjanya.

8AB trI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan tsupati ini mutrai berlaku, Peraturan tsupati pesisir
Selatan Nomor 169 Tahun 2A21 tentang Kedr.ldukan, Susunan Organisasi,
Tugas c1a-n Fungsi serta Tata rierja Dinas Ferhui:r;ngan iEerita jlael-air
Kabupaten Pesi.sir Selatan Tahr-ln 2A21 Nomor L6gj, dicabut dan dinvatakan
tidak berlaku.

Pasai 27
E)+,-n fr r 1,-. n i!: ; rrn ii i.f:i mUj a j. beflg i<. i nn,l rr t+ n <yela l r{ ir l tr.t a n s!.n r-*}JuLi i4+; iir*;ri LJ_;;J,:LLi i_rit_l!r. LaliiB8d-t;-_rji.!r(a:.i.ti.::-r-t-j.i.

Agar setiap orang mengetahuin3.a, memerintahkan pengundangan peraturan
tsupati ini dengan penernpatann3ra dalan: Berita Daerah Kabupaten pesisir
Selatan.
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